
48 Paket Pengadaan Barang dan Jasa 

 

NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten Lamandau turut melakukan kick off  pengadaan barang dan 

jasa di lingkup pemerintahan kabupaten Lamandau secara kolektif tahun 2020 di Aula Bappeda 

Lamandau, Kamis (16/1). 

Wakil Bupati Lamandau, Riko Porwanto mengatakan bahwa Lamandau turut mengikuti dalam kick 

off yang digelar secara serentak se-kalteng. Dalam kesempatannya, orang nomor dua di Lamandau 

melaporkan ada 48 paket yang ditandatangani dalam kick off pada tahun ini. Sedangkan APBD tahun 

2020 berjumlah Rp880,4 miliar. 

“Kick off berjalan lancar, ada 48 paket yang diikutkan kick off dengan total nilai Rp2,3 miliar atau 1,4 

persen dari keseluruhan belanja modal,” ujar Riko 

Pihaknya berharap, dengan adanya kick off penyerapan anggaran dapat lebih cepat berjalan. 

“Harapanya dengan kick off, penyerapan anggaran lebih cepat untuk pembangunan di Lamandau 

khususnya,” harapnya. (cho/ari/iha/CTK)  

 

Sumber: 

1. Kalteng Pos, 48 Paket Pengadaan Barang dan Jasa, Jumat, 17 Januari 2020; 

2. http://www.kaltengpos.co/, Kick Off Berjalan Lancar, Jumat, 17 Januari 2020.  

 

Catatan: 

• Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis 

antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

 

• Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan 

prinsip sebagai berikut: 

a. efisien; 

b. efektif; 

c. transparan; 

d. terbuka; 

e. bersaing; 

f. adil; dan 

g. akuntabel. 

 

•  

Dasar hukum: 

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2018  

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang 

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Dan Kabupaten/Kota. 


